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ABSTRACT

This study aims tor Knowing and expressiltg the application ofthe principles ofpuhlic scrvice at

the Integrated Liccnsing Service olfice (KPPT) ofCorontalo city, especially in thc senice of

Bussines Trading License (SIUP) and Building License (lMB)' and the factors that suppoft as

well as detain the application. The Tlpe ofthe research is qualitative descriptive, descibing the

application of the principles of public scrvice and both the supporting and detajning factors

duing the implementation. The technique ofcollectingthe data is donc by inten'iew, observation

and documentation. The result ofthe research shown that (i) there is a difference ofimplementing

the public service at the Intograted Licensing Service offrce ofGo(ontalo city' especially at both

the analyzed selvices, (ii) there is factors that support and obstruct the implenenl3tion of the

public sen ice principles, includingthc managing humanresources, facilitics and inftastructures,

mechanisms and procedures, and coordinations. It is also found that there are solne factors that

suppofl and detain the implementation of public service at the integrated Ljcensing Service

office ofGorontalo city , especially at the scrvices of SIUP and IMB.

Kepvords: Reliability, responsiveness, assurance, elnpathy and tangibles'

PENDAHULUAN

Ddam konleks keilmuan! manajemen layanan publik di daerah. Sencntam itu dengan

merupakan proses yang universal. Namun melihat kondisi ril yang dihadapi dewasa inj.

dcmikianjenis organisasi dan lingkungan yang pimpilan organisasi publik sesungguhnya

berbeda menuntut upaya dan pondekatan menghadapi tantangan dan persoalan yang lebih

manajemen yang berbeda pula. Studi kompleks daripada pimpinan organisasi swasta

manajemen pelayanan publik umLrmnya Tantangan yang dihadapi oleh pimpinan

diarahkan pada masalah-nasalah kcbijakan 6.gsni5asi swasta lebih pada upaya bagaimana

yang nyata dan diaplikasikan untuk mempertallankan kinerja dan terus

meningkatkan pelayanan pLrblik, khususnya msn"srnbangkan keuntungan perusahaan pada

titik
orga

men

efisir

Ling
nual
melI
sehir

haru

seka

2 00:

pen(

aplil

masl

peni

mas

berk

dan

pro!
mas

biro
men

seca

terja

harr
kola

itu
berk

baru

reali

dika

biro
mele

dibe

nom

156 Junal SIBERMAS Valune 6, Nanar 3, Septenbet2Al2



Aphkasi Mo nojemen Peloyonan Publik Melalui Penetopon Dinensi Dinensi ... ISSN: 8A2 4798

N

,IT,{S
titik yang maksinlal, sedan8kan pimpinan
orgarisasi publik harus manpu
mengembangkan organisasi secara efektil',
efisien, responsil transparan dan akuntabcl.
Ljngkungan organisasi pubiik pun memiliki
nuansa yang sarat dengan aspek politis dan

memiliki stakcholders yang beruifat heterogen,

sehingga seorang pimpinan organisasi publik
harus memiliki kemampuan dan kepekaan

sekaligus cakrp secara manajerial (l'angkilisan.
2005). Dalam konteks inilah salah satu
pendekatan yang dipandang perlu adalah
aplikasi maoajenen pelayanan publik untuk
meningkatkan kinerja aparatur di daerah.

l'crkcnbangan .litn pertumbuhan
n6yaraliat yang sccara dinamis disertai dcngan

peningkatan taral hidup cian pcndidikan
maslalakat serta ditambah dengan
berkembangnya kemajuau dibldzrng tekrrologi

dan inlbrmatika rnenjadikan peningkatarl
proses empou'cling dalam lingkungan
mastarakat. Oleh karena itu pclayanan
birokrasi discktor publik juga diharapkan
r-< giku pclubrh.rt-perub,rhan yang rcrj.rdi

secara cepat dan clinamis scbagainana yang

terjcdi di masyarakat. Dimana clari monolog
harus bcrani diubah menjadi llcksibel.
(o.,Lo-:riti alighment dan dirl.',,r,. Disrmping
iur pula clari cara-cara sloganis yang
berkembang dikalangan birokrasi modcl orde

bam sebaiknya dirubah dengan pola kerj a yarrg

rcalislis, prograrnis dan pragmatjs.

Bilakita lihat secara ob)€ktif, makadapat

dikatakar bah\\a sampai saai ini aparat
birokrasi pemerintah belum sepenuhnya
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang

dibebankan kepadanya berdasarkan norma-
norna yang dilelapkan dan dihatapkan oleh

masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat melahi
berbagai penyimpangar yang tedadi sehingga

semakin lanra semakin parah dan berakibat
pada lingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerinlah menurun. Kondisi ini diperparah

dengan kdsis moneter yang mengakibatkar
kisis ekonomi nasional dan padaahirnya akan

bermuara pada krisis kcpcrcayaan.

Birokrasi pemerintahan sedang bcrgeser

clcngan beberapa upaya korektip,
mengupayakan netralitas tumbuhnya
dcmokrasi. tumbuhnya orientasi pada
masyarakat clan tumbuluya aspirasi dan kotltol
masyarakat. Birokrasi sedang bergeser dari
paradigma sentralistik ke dcscotralistik, dari

otoritarian ke cgalitaljan dan demokratis, dari
kedaulatan Negara ke kedaulatan rakyat, dari

organisasi yang besar menjadi ramping tapi
kaya fungsi, dari rowing (scmua dikerjakan
sendiri) menjadi slcrirg (mengarahkan).
Upaya-upaya tersebut masill dibayangi olch
ketidakpastian dan sedeurg mencari bcntuk yang

tepat. Pada dasamya upaya tenebut dialahkan

untuk mendapatkan dukungan administrasi
Negara yang mapan mengenai kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaall tugas dan lungsi
hir,'llrqr Jarlrn mcrrujudkan arJminisrr:si lang
makin handal, professional. efisiensi. efektif
serta trnggilp terhadap aspirasi rakyat dan

dinamika pcrubahan lingkungan.

Suatu organisasi tentulah didirikan
sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau

bebcrapa tujuan. Organisasi tersebut harus
men;clnhh bcrb.rgri J:rr rrnbk:ia kegirlirn

)3ng dicrJhlan nrcnuju tercepainla rujuan
organisasi. Peiaksanakan rangkaian kegiatan

dal.rm orgrnisasi dilckukcn olch manu.i.r
(humanbeing) yalg bertindak sebagai aktor
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dapat mclakukan perbaikan kualitas pelayanan

1r\lil...drlrrh nrel.rlui perjcrirfan d imcn. i-
Ji" rrr r Iclalanrrr f'uhlik Olch kar(nr iru
tcrdapat dua pemasalahan yang dikaji dalam
penelilian ini, pedama: bagaimana penerapan
dimensi dimensi pelayanan publik pada ullit
organlsasi pemerintah, khususnya pada unit
pclr)ini.1 l(rf'ddLr. seb.rg:-ri unit orgcnisrsi
lemerintah yang paling banyak memberil<an
layanan pada masyarakat. Sebagai masalah
\Ldtu r rng dircliri rdrrlan lelrur-ftlror cnr ..rjr

lang mendukung mcupun menghambat
penerapan dimensi pelayanan publik pada unit
pelayaran terpadu Kota Goromalo.

NIEl'ODE

Penelitjan ini dituj ukan untuk memahiuni
dan nendeskripsikan bagaimana aplikasi
manajcmen pelayanan publik rnelalui
pencrapan dimensi-dirnensi pelayanan pubiik
dalan meningkatkan lincrja aparatur birokr asi
pada penedntah Kota Gorontalo, khuslls[ya
pada unit kerja pemerintah yang
nenyelenggarakan layanan terpadu. Agar
supaya mcndapatkitn kajian yang lebih
Tcnd.rlrn. mekJ kajirn rJ'likrsi dimcnsi
pelayanan publik diarahkall pada layanan
dengar tingkat kcberhasilan lcbih tinggi dan
layanan dengan tingkat kebcrhasila:r paling
rcndah. Oleh karena masalair aplikasi
nanajenen pelayanan publik mcmpakan hai
yang sangat runrit dan kompleks sehinggn sulit
dijaring dan dianalisis secara kuantitatil'. maka
pencliti akan melakukannya secara dcsktiptif
kualitatif deogan pcndekatan studi kasus.
Prnelir il d(ikril.lil krr.litalit iJllrh jenis
penelitian yang mengamali dan menangkap
secara f'aktual daD aktual dunia nyata dan
mengkaji pcrilaku individu, kelornpok dan

pengalaman mereka sehari-hari_ serra
nempelajari, menctangkan, atau
menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya
secara oatural tatpa adanya interycnsi dari
pihr* luar.

Inlornan dalam penclilian ini adalah
pcrumus kebijakan di ringkat l.:gislatjf dan
pelaksana kcbijakan pada tingkat sekrehriat
daerah. Disamping inlbrman kunci
sebagaiDalu dijelaskan di atas, peDelLrsuran

infonnasi juga diperoleh dari beberapa pihak
yang dipandlrng relevan dan dapat membantu
pcneliti dalam menjawab masalah yang dikaji.
Pengumpulandata dilakukanmelalui beberapa
(d',1. 

J aitu !{ :r$ rnrarr m(.ndJlanl. ohscrva-ii
dan dokumentasi. Secara umom analisis dala
kualitatil- dilakukan dengan pola yang
cenderung balyak digunakan oleh peneliti
kualitatif sebagaimana yang dikatakan oleh
Miles dan Iluberman, dalarn Sugiyono (2006),

)'ang meliputi pengrunpulan data, reduksi clata,
penyajian dara dan pena kan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasiJ kajian di lapangirn
mcnuljukkan bahwa aplikasi nlanajemen
pelayanan publik pada pemorintah Kota
Ccronr ln. dJpdr dilihrr dari ncnerapjjr dinrcnsi
pelayana:r pada salah satu uit kerjapemerintajl
yang selama ini banyak memberikan iayanan
pr,la mt,r..r,lrr korl. 1.ritu unir org.rniia.i
pe la\ i lLrn rerpldu. llrhercpa dimen.i
pelayanan climaksud, ylurg dapat dirinci sebagai
bcrikut: 1) Reliabilitas (reiiabiliry) : be*aitan
dengan kcmampuan untuk menyanpaikal
laya.rran lang dijanjikan secara akurat. 2) Daya
langgap (responsiveDess) : bcrkenaan dengan
kcsediaan dan kemampuan penycdia layanan

S4,

ur)

uk
as

an

ik
na

Jutnal SIBERMAS Vatune 6, Nanar3, Seplenber20l2 r59



Universitos Negeri Gorcntato Menqobdi

unfuk mcnbantu para pelanggan dar merespon
permintaan mereka dengan segera. 3) Jaminan
(assurance) : berkenaan dengan pengetahuan
dan kesopanan karyawan serta kemampuan
mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan
keyakinan pelanggan. ,1) Empari (empathy) :

bemrti organisasi memahami masalah para
pelanggamya dan bedindak demi kepentingan
pelanggan, serta memberikan perhatian
personal kepada pan pelanggan. 5) Bukti fisik
(tangibles) : berkenaan dengan pelampilan fisik
fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan,
sumber daya manusia dan materi komunikasi.
Aplikasi kelima dimensi pelayanan tersebut
pada unir kcrja layanan lerprdu selanjuLnla
akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan
berikut.

Berdasarkan penesuran di lapangan
menunjukan bahwa layanan publik yang
diselenggarakan oleh unit pelayanan terpadu
berjumlah 8 (deiapan) jenis layanan, yang
meliputi l) Surat Izin Usaha perdagangan 2)
Surat ljin Tempat Usaha 3) Surat Ijin
Penempatan Petak, 4) Tanda Daftar pensabaan,

5) Tanda Daftar Indust , 6) Su.at ketereurgan
Fiskal Daerah, 7) Izin Cangguan, dan 8) Izin
Mendirikan Bangunan.

Kedelapanjenis layanan di atas terdapat
dua jenis layanan yang menarik untuk dikaji,
yaitu j enis layanan surat izin usaha perdagitrg;ur
dan mendirikan bangunan.oan rztn meDdrrlkan bangunan. Hal ini
didasarkan pada tingkaL realjstsi ledua jeni\

lztn

layanan tersebut dalam kurun waktu beberapa
tahun lerakhir ini, dimana surat izin usaha
perdagangan merupakan jenis layalan dengan
realisasi penerbitan izin tertinggi, sedangkan
izin rnendirikar bangunan merupakan jenis
h1 enar dengan tingkat realiscsi penct bitan izin
yang tenendah.

Pelayanan surat izin usaha perdagangau

)ang seldnJUrnli dllan Lcjirn penelirian in
disingkat (SruP) pada KppT Kora Gorontal(
ditetapkan berdasa.kan peraturan Daerah No
2l tahun 2001, lentang Retribusi perizinan d
sektor industri, perdagangan dan penanamar
modal. Semenrcra itu untuk l.yanan i,,tr
mendirikan bangunan yang selanjulnya dalan
kajiarperelitian ini disingkat (IMB) cliretapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor I g talun
2005, tentang retribusi izir mendirikan
bangunan. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa dalam pelaksanaan tugasnya unil
pe Ia) anan lerJ'adu berrugas mclalani
masyarakat dalam delapan jenis layanan
perizinan, yang dimulai dengan penyediaan
inlorma.ijenis pclayanan besena mekar i.mc
prosedurnya. penerimaan berkas. koordinasi
dan peninjaual lapangan terhadap obyek izin
yang dimohonkan dan proses administrasi
untuk penerbitan izin secara syah.

Penerapan Dimetrsi-Dimensi I'elayanan
Publik Pada Layanan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP).

Layanan publik surat izin usaha
perdagangan diselenggarakan berdasarkan
peraturan daerah nomor 2l tahun 2001 tentans
retribusi perizinan sektor industri, perdagangan

dan penamaman modal. Mekanisme dan
prosedirr layanan publik yang ditemukan
dilapangan untuk memperoleh surat izin usaha
perdagangan adalah sebaryak 12 (dua belas)
tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan
secara rinci daiam hasil peneiitian sebelumya.
Untuk m enj e laskan penerapan dimcnsi-
dimensi pelayanan publik pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo
digunak:rn teori Parasuramar (1996) lentang

160 Junal SIBERMAS Volune 6, Nanar 3 Septembet2Al2
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dimensi-dimensi pelayanan publik, yang
meliputi : l) reliabiiitas 2) daya tangggap,3)
jaminan.4) empat). dan 5) bukti phisik.

Berdasarkan hasil pcnelitian ditemukan
bahla pcncrapan dimensi-dinrensi pelayanan

tublik pada layanan SIUP di KPPT Kota
Gorontalo belum mengikuti sepenuhnya
dinensi pelayanan publik,vang dikemukakan

oleh Parasuraman. Hal ini terungkap .la

l:1i-n di l.rprnlrn lrdr ncn<rtpan dinrcnsi
pclayanan publik dimaksud pada layanan

T.-i,,:13I \lUP. AJ lun pcneripcn dimen.i-
dimensi pela,vanan publik pada layanan
perrzin.rn SIUP rkrn JiLrah:'s padr u'ricn
berikut.

Penerapan dinensi pelayanan publik

)Jnc penana :Jrlr'r 'elirbilirrs. Dimen.i ini

berkaitan dengan kemampuan untuk
neni' irmpaikur layanan yang dij anj ikaur secara

akulat. Pada layanan surat izin usaha

pcrdagangan aparatur pc)aksana dapat
melaksanakan tugas dengan baik, hal ini terjadi

kalena layanan pada unit SIUP lebih banyak

melayani urusan-urusan administrasi yang
secara rutin biasd dilakukan. Sedangkan pada

proses lavanan izin mendirikan bangunan
J ..rrtr1.ng rnerni)ik i kcmdmfuam adn)irl\lraii.
aparatur pclaksana yang ditugaskan juga

cnbutuhkan kemanrpuan khusus tentang

l€knis bangunai. nimun belum ditempatkan

pada KPPI Kota Corontalo. Oloh karem itu
rcntang waklu 1'ang digunakan untuk
memproscs lavanan publik izin mendirikan
bangunan lcbih Iama daripada lavanan publik
surat izin usaha perdauangan. Dcngan
demikian dapat dikatalinn bahwa pcnerapan

dimensi pcLayanan publik pada layanan surat

izln uslha perclagangan telah didukung olch

su1nberdayd manusia yang lnernadai, karena

layanan SIUP lebihpada layanan yang bersifat
admrni-;rratil. 5'jdanEkrn unruk lulanan izin
mendirikan bangunan belum didukung oleh
sumberdaya manusia yang me miliki
kemampuan teknis tentang stnlktur bangunan.

Penerapan dimensi pelayanan publik

1rr; lcdu,r rdrl.rh r-la1a rangg.rp. Dimensi inj

berkcnaan dengan kesediaan dan kernampuan
peDyedia layanal untuk membanlu pelangga

dar1 merespon peminlaan pclanggan dengan

cepat. Penerapan dimensi ini pada unit SIUP
dilakukan dalam bcntuk pemberian rcspon
yang positifoleh aparatur pelaksana terhadap

semua rnasyarakat pemohon yang datang.

Respon positif terhadap layanan ini dapat
diberikan oleh aparatur pelaksana dalam
bcntuk layanan pada seluruh tahapan
admi11islrasi. Dengall demikian dapal
dikatakan bahwa dimensi daya tanggap tclah
diterapkan dalam layanan publik surat izin
usaha pcrdagangan, karena tclah didukung oleh

sumberdaya manusia yang mampu
menjalalkan proses administrasi.

Penerapan dincnsi pelayanan publik
r an; kctigr rdal.rh jaminan. Dimunsi.izunirran

berkenaan dengan pcngetahuan daul kcsopanan

karyawan scrla kemampuan mereka dalam

menumbuhkan rasa percaya dan meyakinlan
pclanggan. Penerapan dirnensi ini pada layara.n

SIUP dapat dilihat dari kenrampuan aparatur

pelaksana menyampaikan penjelasan yang

cukup memadai tentang persyaratan
administrasi dan mekanisme prosedur yang

harus dilalui, oleh karena itu masyarakat
pemohon sangat yaki! bahwa izin yang
dinrohonkan dapatdiperoleh dengan cepat dan

deigan pelayanan yang sangat baik. I'lal ini

dan

kan

rya_

si-

tor
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juga diperkuat lagi dcngar kebijakan Wdikota
Gorontalo yang mengharuskan layanan
pcrizinan SIlJli harus dapal diselesaikan dalarn
jaigka u,aktu 3 (tiga) jam kerja. Oleh karena

itu .rparatur pada KPP l dapatmenjamin bahwa

nusyarakat dapat mengakses lavanai dengan

baik, dan juga mcndapat jaminan tentang
penerbilan surat izin usaha perdagangan
(SIUP) yang dinohonkan.

Penerapan dimensi pclayanan publik

)rng kecmpal aJrlah cmparl. D.nlen.i ini
b<rl aitan dcng'n pcmrhanrrrr ortanisrri
terhadap masalah para pelanggannya dan
beflindak dcn kepentingan pelanggan, scrta

memberikan perhatian personal kepada para
peianggzr,r. Penerapan dimensi ini pada layanan

surat izin usaha perdagatgan dapat diiihat
Jal.m benruk kcmrmpurrr orgnlnisrsi
mcniberikan layanan lebih yang lcbih cepat,

dimana seluruh rangkaian pelayanan sulat izin
usaha perdagangan telal disclcnggarakan di
KPP'I' Kota corontalo dalam jangka waktu 3

(liga) ja,n, y4itu sejak berkas diterima dan

dinyatakan lengkap sampai dengan izin usaha

perdagangan (SIUP) tersebut diterima oleh
masyarakat. Hal tersebut diatas merupakan

bukti bahrva organisasi dan aparatur pelaksana

lehl berufc]:l'nc'nanami lala,rrn scpeni ap:r

yang dibutuirkan olch masyarakat.

Pcncrapan dimensi pelayanan publik

irng lelinru "drhi hu(rifh rik Dirrrcrr.i ili
berkenaan dcngan penirmpilan fisik fasiljtas
layanan, peralatan/perlengkapan, sumberdaya

n'uru:ia J:rn n rturi lomurrika.i. \cmrta i( t,i.
layanan publik pada KPPT dilaksalakan
dengan nenggunakan sarana pmsamna yang

diniliki oleh KPPT, dimaoa tidali semr.ra sarana

prasarana yang diniliki dapal digunakan untuk

mcnyelenggarakan semru layanan pada KPPT

Kota Corcntalo, sebagaicontoh lavanan untuk

surat izin usalla perdagangan y.ug baru hanla

membutuhkan sarana dan prasarana !ang
.cdct henr- terkccrLcl i pcntlrucJn p<T.rnj.rr;,r
izin SIUP ataupull peningkaun status usaia ke

jcnjang yang lcbih tinggi.

Kebcradaan sarana dan prasarana untuk

seorua jeris layanan pada KPPT pcrlu
mendapatkau perhatian dari pcnrcrintah kota.

Gedung kantor yang sclana ini digunakar
dalzur pclayanin nrerupakan gedung yang tidal
d.gunal:rn Iagi olrh dina. in5tcnsi lainnyo

Oleh karena itu sejak pertama kali dibentuk

kantor ini tclah tiga kali bcrpindah, mulai dari

kantor Walikola Gorontalo, gedung balai
kartini, gedu[g eks dinas Perindag dali gedung

ex diDas Nakersos. Proses kepindahan tersebut

diatas tanpa mclalui pemberitahuan secara

lisan maupun tulisan kepada masyarakat luas

Hal inijelas memberikan dampak ya,'rg kurang

baik dalam proses penyele ggamtul pelayanan,

baik bagi aparatur pelaksana maupun bagi

masyarakat pemohon. Selain itu pula, dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan

KPPT kota Gorontalo belum didukung oleh

fasilitas penunjang lainnya, sepcrti kendarai

dinas rodaduadan roda empat. Padahalsebagai

unit organisasi yang m c[ye lenggarakan
layanan tcrpadu yang mcngharuskan
pengkajian izin di lapangan jelas sangatlah

memhriruhksn l:silira. iui. KeuJa.rrr inr

dlperyarah lagi dengan bclum dialokasikarnya

Jn;JJran urirrk pcrjrlll:rn Jinr. h..:i t.r

tcrpadu. sehingga hal ini dapat berakibat pada

kurangnya motivasi aparatu pelaksana dalaul

mclaksanakan tugas. Oleh karena itu dapat

dikatakan bahrva penerapan dimensi bukti
phisik pada KPPT Kota Gorortalo belum
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diterapkan dengan baik, karena terbatasnya

berbagai l'asilitas dan alokasi anggarau. Fakta

di lapangan menunjukkan hahrva penerapan

dimensi bukti tlsik pada layanan izin usaha
perdagangm lelah ditcrapkan walaupun pada

kenyataa nyr masih diperlukan upaya untuk
perbaikan pclayanan. Hal ini scsuai clengan

teori )rng dikemukakan oleh Parasurama1r

renlng Jirn(nci-Jrnrrnrr pelrlanan publ,l.

Penerapan kclima dinensi pelayanan
publik pada unit izin usaha perdagangan
sebagaimzma yang telah dioraikan di atasjugc
sesuaidengan penelitianyangdilakukanAuna

Yuliani. Salah salu kesimpulan yang dihasilkan
palr;eucl , i.m inr adllzrh mek,LDism( bir, 'krasi
pencrbitan surat ijin usaha perdagangan dengan

menggunakan sistem one stop service sangat

r ergunrLrngkan bagi pcmohorr drri regi
efeItifitas kesederhanaar, waktu, biaya,
reliabiiitas, daya tzurggap, jaminan, empatv dan

bukti fisik. Semua hal di atas dapat mc,lutus
nJla r.1t. riinbuln\a KK\ d3n bc,!35 11r3n;

hirokrasi

Pcncrapan Dim€nsi-Dimensi Pelayanan
Publik pada layanan Izin Mcndirikan
Dangunan (IMB).

Lavanan izin mendirikan bangunan
(lMB) ditetapkanberdasarkan peraturan daerah

Kota6orontalo nomor l8'lhhur 2005, tentang

retribusi izin mcndirikal bangunan. Layanan

izin mcndirikan bangunan diselenggarakan

oleh Dinas Tata Kota dan PertamaDan. namun

sejak Berdasarkar peraturan Waliko ta
Gorontalo Nomor 23 Tahun 2008 tentang
pelimpahan sebagian kervenangan kepadu

Kepala Kantor Pclayanan Perizinan 1'erpadu

Kota Gorontalo, maka seiuruh proses

pclay&1an untuk izin mendirikan bangunan

l]arus diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan

Perizinan Icqladu Kola Gorontalo. Terdapat

dua kclcbihrur yang dipeioleh Ki,PT Kota
Gorontalo dalan peFturan \Valikota, yaitu l)
pelimpahan kewenangan meliputi bidang
penyelenggaraan pelayanan publik baik
pe zinan maupun non perizinan.2) pada saat

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku. maka
semua proses perizinan yang ada pada Saluan
Kerja PeraDgkat Daerah dilimpahkan
kewenangannya pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Gorontalo, 3) kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merniliki
tcngsunHjawrb as Leu cnrngcIl perizinJn
telah dilinpahlan, 4) pclimpahan kewcnangan
scbagaimana telah diuraikan di atas disenai
dengan dukungan personii, peralatan,
pcrlengkapan, pembiayaan d.in dokumertasi.
Sebelum adanya pelimpahan kewenangan
tenebut mitka seluruh layanan pcrizinan yang

merupakan kewenangan P(]merintah Kota
Gorontalo benda pada dinas/instansi teknis.
Pengurusan berbagai izin pada diras tcknis
dirasakan menggunakan $,aktu yang lebih
lama. Hal ini terjadi karena pengurusan
berbagai produk izin memiliki keterkaitan
dengan dinas/instansi teknis lainnya, yang
tentunya ddlam proscsnya dirasakan sangat
panjang.

Dengan berbagai kelebihan Peraturan

Walikota yang dilimpahtan pada KPPT Kota
Gorontalo, seharuslya unit organisasi ini dapat

rncmb.rik.rn lryllrrn lirng lcbih baik.esuri
dengan harapan masyarakat. Namun demikian
kenyataannya proses yang harus dijalani oleh
masyarakat dalam mengakses iayanan publik
masih dirasakal cukup panjang, sebagaimana
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yang telah diuraikan tentang prosedu. pada
layanan izin mendirikan bangunan.

Mekanisme dan prosedur layanan yang
selama ini diberikan pada masyarakat untuk
memperoleh izin mendirikan bangunan adaiah
sebanyak 20 (dua puluh) rahapan. Untuk
menjelrskan penerapan dimensi-dimensi
pelayanan publik pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Gorontalo digunakam
leori Para\uramJn tlqq6) lenttng dirnensi-
dimensi pelayanan publik, yang meliputi I l)
reliabilitas 2) daya tangggap, 3) jaminan, 4)
empaty, dan 5) bukti phisik.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan
bahwa penerapan dimensi-dimensi pelayzuran

publik pada layanan izin mendirikan bangLnan
(lMB) belum mengikuri scpenuhnla dimcnsi
pelayanan publik yang dikemukakan oleh
Parasuraman, Hal ini terungkap dari kajian di
lapangan pada penerapan dimensi pelayanan
publik pada penerbitan IMB. Adapun
penerapan dimensi-dimensi pelayanan publik
pada unit layanan izin mendirikan bangunan
akan dibahas pada uraian berikut.

Penerapan dirnensi pelayanan publik

)arlg penama adtlah rcliabililas. Dimcnsj ini
berkaitan dengan kemampuan untuk
menyampaikan layanan yang dijanjikan secara

akurat. Untuk dapat menyel(]nggarakan
layanan publik pada layanan izin mendirikan
bangunan disamping harus memiliki
kemampuan administrasi, aparatur pelaksana
yang ditugaskan juga harus memiliki
kemampuan khusus t€ntang teknis bangunan.
Pada kenyataamya di iapangan menunjukkan
aparatur yang memiliki kemampuan teknis
bangunan belum ditempatkan pada KPPT Kota

Gorontalo. Hal inimenjadi salah satu penyel
rentang waktu yang digunakan unt
memproses layanan publik izin mendiril
bangunan lebih Iama. Dengan demikian dE
dikatakan bahwa layanan izin mendirik
bangunan belum didukung oleh sumberdz

manusia yaug memiliki kemampuan tekt
lentang strukl ur bangunan. Bcrdasarkan urai
di atas penulis dapat menginterpretasik
bahwa penerapan dinensi reliabilitas pa

layanan izin mendirikan bangunan bel!
direrapLan. Hal ini berbeda Jengan reori ya

dikemukakan oleh Parasuraman yal
menjelaskan tentang penerapan dinlen
reliabilitas dalam pelayanan publik.

Penerapan dimensi pelayanan publ
yang Ledua adaJah daya ranggap. Dimerrsi i

berkenaan dengan kesediaan dan kemamput
penyedia layanan untuk membantu pelanggi
dan merespon permintaan pelanggan denga

cepat. Penerapan dirnensi ini pada unit izl

mendirikan bangunan dilakukan dalam benn:

pemberian respon yang positif oleh aparah
pelaksana terhadap semua masyaraki
pemohon yang datang, demikian halnl
dengan layanan pada unit izin mendirika
bangunan (lMB). Respon positif terhada
kedua layanan ini dapat diberikan oleh aparatr,

pelaksana menyangkut layanan administras
Seda,lgkan tentang layanan teknis menyangku

izin bangunan tidak dapat djakses olel
masyarakat pemohon. Hal ini terjadi karen
pada KPPT Kota Gorontalo belun
ditempatkan staf yang ahli tcntang struktu
bangunan, staf tersebut selama ini ha0yi
ditempatkan pada Dinas Tata Kora dar

Pertamana-n Kota Gorontalo. Idealnya sebaga

unit organisasi yang menyelenggarakar
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fpeDyebab /ayanan ter?adu, flparatur yang selama ini melayani masyarakat. Setiap masyarakat yang

fn ,untuk memiliki krmampuan spcsiirk tettang stmktur datang mendapatkan perlakuan yang baik dari

lendirikanj hangunan yang selirma inj ditempatkan pada aparatur. artinyajarninan untuk mendapatkan
Fan dcpatl DinasTata Kotrdipindahkan padaKppTKota perlakuan yang sopan dapat dirasakan pada
en0rrr.kanl Gorontclo. Dengan demiki:rn dapat dikatakan layanan ini. Namun demikian dengan
m0erdayal bahq a dimensi dala tanggrp helum ditenpkan perlal(uan aparahn yang baik belurn tentu dapat
Bn reknrsl dalam layanan publik izin mendirikan memberikan yang memuaskan bagi| ,-,",,, ,"r",,-,, yaug llcmuasKan oagt

fan 
uraianl bangunan. olch krrena pihak KppT belum masyarakat. Hal ini terjadi sebagai aparatur

[erasrKanl didukung oleh sumberdaya manusia yang pelaksana pada KppT tidak memiliki
itas padal memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengetahuan yang memadai tentang struktur

f 0elumJ shrklxrbangunan. Untul itu masya$kat masih bangunan dan mekanisme kajian kelayakan

forl)cn8l harus melanjutkan mekanisme prosedur pada bangunan di lapangan. Oleh kalena itu aparatur, _l ,*,*,"_*r".4@t irt\cq,,,o,tL! prurluur }iduo udrtsurdr ur rapdjrgdx. tJrgll Karena rru apalalul

ln )angl Dinas Tata Kota dan PertamanaD Kota pada KppT belum dapat memberikanjaminan
0lmensll Guronhlo. ycng memang memiliki stafdengan bahwa masyarakat pemohon dapat menerima

kemampuan teknis bargunan. Akibatnya pelayanan yang maksimal, apalagi akan

Dublik I dulrr lalanan izin mendirikar bangunan men<lapatkan izin mendirikan bangunan yang

;nsi ini I .oryolakat harus mengurus izin pada dua dimohonkan. Dari uraian tersebut penulis dapat

."""., I li*rl**s. yaitu KPPT Kota Gorontalo dan menginteryretasikan bahwa peneFpan dimensi

r^- ^^- I DL $ Ldh Kota dan Pertamanal Hal inijustru jaminan pada layanan izin rnendirikan

O 
"-- J menrmbah renrang kendali yang cukup bangunan belum sepenuhnya diterapkan. [Ial

,,r il;- | panjarg,lalam mekanisme prosedurpelayanan, tersebut tentunya belun sesuai dengan dimensilutizin | ''-
"-.,. , I hal iri sebagaimana yang ditemukan ketiga yang dikemukakan oleh parasuraman
Dennrk I

,u, I dilapanBan bah$a mekanisme prosedur tentang dimensi-dimensi pelayanan publik.

,ku, I ,.''.brtmencapai 20 tdua puluht tahapcn.

.r"i. I t*a*",t"n realitas tersebut penulis .."-^:::::::::',:,"i1l]*]ii i*l'\'",i1]" I t.ngin"tpretasikon bahwa dimensi dara lang keempat adalah empaty Dimensi ini

'l'']"" 1 raneeao pada layanon izin mendirikan berkaitan dengan pemahlman organisasi
'rdlrP I ia"Lr.l"^ ,-"""1"r,

,fi | baneunan betu- diterapkan dengan bait. nur tt'h.*l 
11":i1ih 

nila pelansgannva dan

..1 I '"' 
tentunya belum sesuai dengan di.*ri Md* demi kepentingan pelanggan, serta

pelayanan publik sebagaimana yang memberikan perhatian personal kepada para

djkemukakan oleh parasuraman pelanggan. Penerapan dimeosi ini pada layanan
oleh I """ ""'"'"",',, I izin mendirikan bangunar (lMB) belum dapat

Penerapan dimensi pelayanan publik diwujudkan dengan baik. Hal ini paling tidak
eJum I Ian8 keti8a adirlahjxminan. Dimensijaminan disebabkan oleh beberapahal: l)KppTbelum

ur I berkenrrrn dengan pengerahuan dan kesopanan merniliki apatahupelaksana sebagaimanayang
Ya I kariawan serta kemampuan mereka dalam ditempatkan pada Dinas Tata Kota dan

dan I nenumbuhJ<an rasa percaya dan mevakinlan Perlamanan, yarg seharusnya pihak dinas tata
pelanggan. Penerapan dimensi ini pada kota menempatkan apalatur pelaksala tersebut

kan I luyunrn izin bangunan drpot dilihat dalam di KppT Kota Gorontalo. Z) belum ada
bentuk sikap aparatur pelaksana dalarn pelimpahan kewenangan secara penuh
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engenai penerbitan izin mendirikan
bangunan (lMB) dari Dinas Tara Kota dan
Pertamanan kepada Kantor pclayanan
Perizinan Tcrpadu Kota Gorontalo.
sebagaimana yang diatur dalam peraturan
Walikota. 3) masih terdapat egoisme scktoral
dari beberapa dinas/jnstansi teknis, sclingga
para pimpitan dinas/instansi tcknis cnggan
melepaskan utsan la)'arar perizinan kc KppT
Kota Gorontalo. Berdasarkan hal terscbut
penulis dapat mcnginterpretasikan bahwa
pencmpan dimel5i cmprry prda lrlanrn izin
mendjrikan bangunan belum mengikuti teori
yang dikenukakar oleh Parasl(aman.

Penerapan dimensi pclayanan publik
yrng kelinrr aJ.lah hukri lhisil. Dimen.i ini
berkenaan dengan penampilan lisik l.asilitas
layanan, peralatan/perlcngkapan. surnberdaya
mJnusiJ dtut tnaleri lomu.1ikil5i. 5emu,l.ienis
Iayanan publik pada Kppl dilaksanakan
dcngan menggunarkan sarana prasarana yang
dimiliki olch KPPT, dan ridak senua saruna
prasarana yang djmilikidapat digunakan untuk
menyelenggarakan scmua layanan pada Kpp.f
Kot.r Corontllo. L:rlanln unruk izin
mcndirikan bangunan membuluhlan sarana
prasarana yang lcbih, karena diperlukan
pengkajian khusus di lapangan oleh renagaahli
dan tim terpadu, yang teDtunya sangat
membuhrhkan kendaraan operasional haik roda
dua mallpun roda empat.

l(eberadaan sarana dal prasarana untuk
semuajcnis layanan pada KppT sangat pcrlu
mendapatkan perbatian dari penerintah kota.
Cedung kantor yang selama jtlj digunakan
dalam pclayanan rnerupakan gcdung ytuig tidak
cligunakan lagi olch dinas/instansi lainnya.
Olch kitcna itu sejatri pcrtana kali dibenruk

kanlor ini relah riga kali berpindah, nulai ciarl

kantor Walikota Gorontalo, gedung balai
kartini, gcdung cks dinas pcrindag dan gedunl
cx dinas Nakersos. Proses kepindahan tersebuj
diatas tanpa mcialui pemberitahuan secafi
lisan maupun tr:lisan kcpada masyaralat iuas
I'lal inijeias menberikall dampak yang kuran!
baik dalam proscs penyelenggaraan pcia).anai
baik bagi aparatur pclaksana naupun bag:

masyarakat peinohon. Selain itu pula, dalan
menyelenggarakan tugas-tugas f elayanai
KPPT kota Gorontalo belun didukung olch

lasilitas penunjang lainnya. seperti kendaraan
dinas roda dua dan roda enrpat. padahal sebagat

unil organisasi yang menyelcnggarakal
layanan terpadu yang mcngharuskan
pengkajian izin di lapangan.jclas sangatlal
memburuhkan la\ilitas irri. KeaJnrn ia.
diperparah lagi dengan belun dialokasikaml,a
anggaran untuk perjalanan dinas bagi tiItl
terpadu, sehingga hal iri dapat berakibat pada

kurangnya motivasi aparatur pelaksana dala
melaksaDakarl tugas. Oleh karena ilu dapal
dikatakan bahwa penerapan dirnensi bukti
phisik pada KPPT Kota coronralo bclum
ditcrapkan deng:ur baik, karena terbarasnra
berbagai f'asilitas dan alokasi anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis
dapat menginterpretasikan bahwa penertrpal
dimensi buktifisik pelayalan pada Kpp'l'Kota
Liorontalo. llrurusrrla pcJl la)Jna i,,it
mcndirikcn o..ngunzrn belum direrrpk.rn.c,uo
dengan teori yang dikemukakan oleh
Pa.asuraman tc[tang dimensi pelayanan publik
yang diterapkan dalam pcnyelenggaraan
laya[trn publik. Pcnelitiarr tentang pclal.anan
pada KPPT juga pemah dilakukan oleh Adi
Surya, dengar judul kualitas pelayanan pada

K.rn tol Pclrvrnrn lct plJ.t \irt,t l it, t.
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Penelitiarr ini bertujuan untuk nlengetahui
kualitas pelayanan pada layanan pubiik yang
discleDggarakan oleh kantor pelayanan tetpadu
)aug dilihat dari aspek kehandalan,
keresponsilan, jaminan, empatj dan
kewujudan. Ilasilnya menunjukkan dari
seluruh layanan yang diberikan pada kantor
n(i. \rr,ln rcrprdu. ku.Llim. pclclcnan publil
l,rdl .z I h.lngltnirn belurr srpcnuhrrla
n)en (nuhi h,rlrpan knn"umen pemohon izin.
Disinpulkan juga bahr.va pcrlr.rnya
mcningkatkan kualitas pelayanan dalam
llengrtrus0n pcrizinan dan non porizinan.
tcrutama pada aspek rvujud, kehanclalan.
datatangggap,.jarninan dan empati serta
perangkat lairurya untuk meljarnin pelavanan
teryadu dapat bcrfungsi sesuai pengharapan
konsunren (publik).

KESII'IPUI,AN DAN SARAN

iustru rncmpcrpanjang tahapan yang harus
dilalui, sehingga harapan akan layanan publik
yang berkualitas semakinjauh dari masyarakat.

Realisasi izin usaha perdagangan terus
rneigalami peningkatan setiap trl1un. Adapun
faktor-faktor yang mendukung pcnerapan
dimcnsi pelayanan publik pada unit SIUP
adalah : 1) sumberdaya manusia yang mampu
melaksalukan berbagai lugas pelayanan pada
unit SItlP,2) sarana dan prasarana yang masih
dapat digunakan untuk layanan SllJp yang
cukup scderhana. 3) mckanisne/prosedur
untuk SIUP yang cukup sederhana.4)
ko,'r'din1.; 6.n*.r', inLtJnsi rq1l,irj1 lal1g It,1n1x
dil.rl..rnalan rn,ul p"rprnl.np"n i,ijn dr,,
peningkatan status usaha, 5) Visi Kota
Gorontalo )aitu ,,Kota Enterpr.eneuship,, 6)
Pelintpahan kewenangan berclasarkan
Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 23 tnhln

Pada Kcsimpulan
alam

apat Penerapan dimensi-dimensi pelayanan
uk ti publik yang meliputi reliabiiitas, daya tanggap,
lu111 jarinar, empatydan bukti fisik padaunit surat
sn)a izin usahl perdagangan (SIUp) telah

ditcrapkan. walaupun pada kenyataannya

t:r

pererapan di1rrcnsi tersebut nlasih Derlu
0rlrnlh. llan. \cdangkrn pcner.rp,n dimcn,i
pclal'aftu publik pada layanan izin mendir.ikan
bmgunan (lMB) bclun clilaksanakan secara
maksirnal, akibatnya realisasi izin merldirikarl
bangunan masih birnyak mengalamj kendala.I Dalam keadaan ini keberadaan Kpp.l.Kota
uororr.l.. ltdn\.r mcrupdk:tn urrit nrFanisa.r

lang penerima berkas untuk ditenrskan pada
dinas/'instansj atau tim tcknis ter?adu. Hal ini
jelrs tidak memutus panjangnya rantai
L.r. tu..i r.xrg I .u r. ,lihl.ri drlcm per.zinen,

2008, yang telah diiaksanakan sccara
konsistcn. 7) Adanya ftcbijakan walikota
corontalo rertang program 3 (tiga) hari di
lapangan dan 2 (dua) hai di kantot unluk turun
irurgsung ke Iapangan mclakukan pengecekan
tentang usaha yang belum memiliki izin, g)
penetaprur biaya administrasi yang Iebih rendah
dibandingkan dengan daerah lainnva di
nrovinsi Coronlalo. Rcalisasi izin mcndiikan
bangunan yang sulit mengalami
perkcmbangan, sebagai akibat dari sulihrya
memperoleh izjnmendirikan bangunan di Kota
corontalo. Adapun laktor_faktor yang
menghambat pcnerapan dimensi pelayanan
publik pada unit izin mcndirikan bangunan
(tMB) adalah : 1) bclu,,n ditempatkannya SDM
yang berasal dari Dinas Tata Kota pada KppT.
yang mernbuka peluang terhambatnya
kuor,iinrsi d.rn pelrLslnrrrr ruga, krji.rrr

zta
I

eh

kelayakan bangunan di lapangan,2) minimnva
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sarana dan prasarana yang dapat menunjang

pelaksanaan tugas administrasi dan tugas

kajian kelayakan bangunan di lapangan, 3)

Mekanisme dan prosedur yang harus dilalui
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan

(lMB) adalah sej unlah 20 (dua puluh) tahapan,

4) Koordinasi yarg belum dilaksanakan secara

terencana dengan instansi teknis dar arggota

tim terkait, 5) Undang-undang Republik
Indonesia nomor 41 tahun 2009, tentang
perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, 6) Pemturan Walikota Gorontalo

Nornoi 1 talun 2009, tentang pengendalian

alihfungsi lahan sawah irigasi teknis (lahan

produktif) di Kota Gorontalo, T) peraturan

daerah Kota Gorontalo No 16 tahun 2002

tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW),

yang diantaranya mengatur kawasan
pembangunan gedung perkantoran, kawasan

perekonomian, dan kawasan pembangunan

pemukiman penduduk, 8) pelimpahan

kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota

Gorontalo No 23 tahun 2008, yang belum

d iiaksanakan sebagoimana mestin) a.

Pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan

pelimpahan sumberdaya yang dibutuhkan

wtuk melaksanakaa belbagai tugas pokok dan

lungsi KPPf. q) masih adanya egoisme

sektoral dari dinas teknis terkait, yang berakibat

pada keengganan pelimpahan seluruh
sumberdaya dal kewenangan penerbitan IMB
pada KPPT Kota Gorontalo, 10) dalan kasus

tertentu sering terjadi penambahan jenis izin

lainnya yang harus diurus dan dimiliki lebih

dulu oleh masyc.rakat sebelum memiliki izin

mendirikan bangunan (IMB), tanpa
pemberitahuan lebih awal oleh pihak KPPT

pada ma.yarakat pemohon. misalnla iuin
gangguan dan izin usaha perdagangan.

Saran

Dalam upaya memantapkan

dirnensi-dimensi pelayanan publik pada KP

Kota Gorontalo, hendaknya pemerintah

menempatkan aparatur pelaksana ya

memiliki kemampuan dalam melakuk
pengkajian untuk semua jenis layanan y

membutuhkan tugas-tugas pengkajian

lapangan, menyediakan gedung dan
pelayanan yang memenuhi standar pe

terpadu, menyederhanakan mekanis
prosedu untuk semuaienis layanan perizr

dan memberikan kewenangan penuh

pihak I(PPT KotaGorontalo untuk

koordinasi dengan instansi terkait sekali

kewenangan untuk membentuk tim t

uirtuk semuajenis layanan pe zinan di

Kota Gorontalo. Disarankan pula kepada pi

KPPT, tim teryadu dan dinas/instansi

lainnya untuk lebih banyak berkoordin
dala.m mempelajari dan mengkaji mekani

prosedur yang dapat memudal*an masy

dalam mengakses seluruh produk layan

publik di KPPT Kota Gorontalo.

Disaranlan pada pemerintah kota

lebih konsisten dalam menjalankan

daerah maupun peraturan walikota. D

pelaksanaan berbagai kebijakan di

hendaknya tidak terjadi tumpang tindih

kebijakan yang satu dengan kebijakan

lainnya, s€hingga tidak terjadi benturan

pelaksanaann) a. Dalam kaitemyc dengar

penelitian ini pemerintah Kota Co.onta

memiliki 2 (dua) pilihan untuk dap

merwiudkar layanan publik yang b

tentang perizinan. Pilihan pertama

mengoptimalkan fungsi dan peran

pelayanan perizinan terpadu sesuai
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pcnelapan

rada KPPT
intah kota
lna yang

elakukan

nan yang
kajlan di
lan ruang
pelayanan

kanisme
perizinan,

h kepada

relakukan

sekaligus

m leknis
diKPPT
rdapihak

isi teknis

0rd rncsr

isme/

arakat

malisud penlbentukarl unit kcrja ini. Pemerintah
kota .juga harus konsisten menjalankan
peraturan \r alikota Gorontalo Nomor 23 tahun
2003. icntang pelimpahan uewenang kepada
KPP l Kota Corontalo. dengan memfasilitasi
berbagai kebutuhan operasional pada Kl'l,T
Kota Gorontalo. yang tcrdiri clari penenrpatan

a!atulu pelaksara yang menti liki kemampuan
dalam melakukan pengkajian untuk semua

.jenis lavanan 1'ang mcnbutuhkan lugas{ugas
pengkajian di lapangan, mcnyediakan gedung

dan rurng pelavanan yang mernenuhj standar
peldyanan terpadu, mcnyederhanakan
mel(anisme prosedur untuk scmuajenis layaran
perizinan, dan memberikan kewenangan pcnuh
kepada pihak KPPT Kota Gorontalo untuk
nelaliukan koordinasi dengan instansi terkait
sekaligLrs penyerahan wewenarg pada KppT
di la nr rnengkoordina.ikrn fung.i-tunCsi
lavaran perizinan dcngiur instaDsi lainnya seda
mcmiliki ke$errNngan dalam pembentukan tim
yang akan melakukan kajian di lapangan.
Sedangkan pilihan kedua adalah pengembalian
iun;.. Lrrun.Ut frri/inlln lrdr din;s insrrnsi
tcl i tcrrl.t. dcnpln dcmikirn ulitorgrnisrsi
KPPT ditiadakan, schingga masyarakat
mengakses iayanan perizinan langsung pada
dinas teknis yang bersangkutan.
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